
KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT 

FITRAH KEPADA Ureng woet ie bue DALAM MASYARAKAT 

KEMUKIMAN LAM  BLANG KEC. KUTA BARO KAB. ACEH BESAR  

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh: 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 

DARUSSALAM-BANDA ACEH 

2018 M/1439 H 

 

 

REZA IRVANDI 

NIM. 121310012 
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Program Studi Hukum Ekonomi Syaria’ah 



bangrusdy22@gmail.com
Typewritten text
NIM. 121310012





bangrusdy22@gmail.com
Typewritten text
,



v 
 

ABSTRAK 

kepada Ureng woet ie bue dalam masyarakat Kemukiman 

Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar 

Tebal Skripsi  : 60 Halaman 

Pembimbing I  : Prof. Dr. Kamaruzzamn Bustamam Ahmad, SH. MH 

Pembimbing II : Badri, S,H.I. MH 

 
Kata kunci: Mustahiq, dan Gharimin 

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta lebih 

dari kebutuhan pokok bagi dirinya dan bagi orang yang wajib dinafkahinya 

sebelum shalat idul fittri. Zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada delapan 

golongan yang tersebut dalam al-Qur,an, surat at-Taubah ayat 60 yang ditafsirkan 

melalui hadits. Masalah timbul ketika pendistribusian mengutamakan Gharimin 

sebagai mustahiq zakat fitrah karena besar kemungkinan mustahiq yang lain 

terzalimi terlepas dari kemaslahatan yang didapat dari keputusan bersama   untuk 

memenuhi kebutuhan makanan orang fakir berbuka puasa. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang Bagaimana ketentuan hadits 

tentang penentuan gharimin sebagai mustahiq zakat fitrah, Bagaimana praktek 

masyarakat Kemukiman Lamblang memberikan zakat fitrah kepada ureung woet 

ie bue, Bagimana pendapat Ulama Kemukiman Lam Blang tentang praktek 

pemberian  zakat fitrah kepada ureung woet ie bue. Untuk menyelesaikan 

penelitian ini penulis mendeskripsikan dan menganalisa data yang telah terkumpul 

baik data primer maupun data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu gambaran pembahasan suatu 

masalah secara menyeluruh. Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan 

data primer yaitu dengan mewancarai responden secara terstruktur dan 

mengoservasi dilapangan. Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan 

data sekunder adalah dengan cara menalaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, 

dan website yang berkenana dengan ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa praktek masyarakat di Kemukiman Lam Blang tidak 

bertentangan dengan ketentuan hadits mustahiq zakat fitrah tentang gharimin 

karena pengertian tentang gharimi tidak terbatas pada kepentingan pribadi 

melainkan berhutang untuk kepentingan umum juga dapat digolongkan kedalam 

gharimin. pendistribusian zakat fitrah dengan mengutamakan hak golongan 

gharimin untuk melunasi utang ureung woet ie bue  hendaknya 

dgrdffipertimbangkan kembali karena ada kemungkinan mustahiq yang lain 

terzalimi. 

Nama    : Reza Irvandi 

NIM    : 121310012 

Fakultas/Jurusan : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syri’ah 

Judul                           : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 
Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. 

1. Konsonan 

 

N 
o. 

Arab Latin Ket. No. Arab Latin Ket. 

 

1 
 

 ا
Tidak 

dilambang 

kan 

  

16 
 

 ط

 

ṭ 

t dengan 

titik di 

bawahny 
a 

 

2 
 

 ب
 

b 

  

17 

 

 ظ

 

ẓ 

z dengan 

titik di 

bawahny 
a 

  ‘ ع t  18 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
 g غ 19

 

  f ف j  20 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 
di bawahnya 

 q ق 21
 

  k ك kh  22 خ 7
  l ل d  23 د 8

 ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 m م 24

 

  n ن r  25 ر 10
  w و z  26 ز 11
  h ه s  27 س 12
  ’ ء sy  28 ش 13

 ṣ ص 14
s dengan titik 
di bawahnya 

 y ي 29
 

 ḍ ض 15
d dengan titik 
di bawahnya 
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1. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fatḥah a 

 Kasrah i 

 Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fatḥah dan ya ai ي

 Fatḥah dan wau au و

 

Contoh: 

لوھ kaifa :كیف  :haula 

 

2. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya ᾱ ي/ا

 Kasrah dan ya ī ي

 Dammah dan wau ū و

Contoh: 

ramā : مىر                                                 qāla : لقا 

yaqūlu : لیقو                                                   :qīla قیل 
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3. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan 

h. 

Contoh: 

لفاطلاا ضةرو   : rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl 

رةلمنوا لمدینةا   : al-Madīnah al Munawwarah/ al-

Madīnatul Munawwarah 

 

لحةط  : Ṭalḥah 

 

Catatan  

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat adalah salah satu kewajiban yang memiliki makna fundamental, 

selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, sosial, ia juga berkaitan erat dengan 

aspek ekonomi.1 Hal ini terlihat jelas dalam dogma syara’ yang mengatur secara 

baku tentang orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan 

mengatur secara jelas tentang orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). 

Berbicara masalah mustahiq zakat fitrah erat kaitanya dengan pendistribusiannya, 

maka dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i, jumhur 

ulama berpendapat bahwa boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan 

saja, sedangkan imam syafi’i berpendapat kedelapan golongan tersebut harus 

dibagikan zakat. Sekelompok dari ulama Syafi’iah memilih untuk 

mendistribusikan zakat kepada tiga orang fakir atau miskin, ar-Rauyani dari 

kalangan ulama Syafi’iah berpendapat demikian.2 Mengenai perbedaan pendapat 

tersebut umumnya masyarakat ada yang mempraktekkan pendapat jumhur ulama, 

ada juga yang mempraktekkan pendapat imam Syafi’i, khusus  masyarakat yang 

bermazhab imam Syafi’i terutama masyarakat Aceh mempraktekan pendapat 

beliau tersebut tidak terkecuali masyarakat Kemukiman Lamblang.  

                                                           
 1Nuruddin Mohd Ali, Zakat dalam Instrumen Kebijakan Fisikal, (Jakarta: Raja Grafindo 

Perseda, 2006), hlm. 56.  
2Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadilatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 3,  

(Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 281.  
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Ilmu adalah kunci dari segala pekerjaan tidak terkecuali pada 

pendistribusian zakat fitrah, maknanya ‘amil harus mengetahui secara menyeluruh 

tentang kriteria-kriteria mustahiq zakat fitrah, yaitu sesuai dengan penjelasan 

secara khusus di dalam Hadits. Pendistribusian zakat adalah salah satu lakomotif  

utama untuk mencapai target sasaran dan tujuan yaitu para mustahik zakat, dalam 

hal ini muzakki dan ‘amil gampong yang berwenang untuk mendistribusikan zakat 

fitrah. Mengenai  ‘amil zakat di daerah Kecamatan Kuta Baro kemukiman 

Lamblang umumnya yang dipercaya oleh masyarakat adalah Tengku Imum 

Gampong untuk mendistribusikan zakat fitrah, dengan ketentuan memahami dan 

memilki ilmu yang cukup mengenai aturan-aturan baku yang ditentukan syara’ 

tentang pendistribusian  zakat fitrah kepada mustahiq.         

Mengenai mustahik-mustahik zakat firah sudah ditetapkan secara baku 

dalam al-Qur’an, namum gambaran teks al-Qur’an tersebut masih sangat umum 

dan diperlukan penafsiran yang lebih khusus yaitu melalui Hadits nabi 

Muhammad SAW, mangenai ketentuan tersebut, misalnya karakteristik  fakir, 

karakteristik  miskin, karakteristik gharim dan karakteristik golongan-golongan 

yang lain. Sebagai seorang ‘amil zakat pemahaman tentang ketentuan dalam al-

Qur’an yang ditafsirkan secara khusus dalam Hadits dan pendapat ulama yang 

harus dipahami secara menyeluruh, dengan tujuan supaya pemahaman dan 

praktek ‘amil tidak ada yang menyeleweng dalam mendistribusikan zakat fitrah, 

karena kebanyakan kesalahan akibat dari kejahilan (tidak punya ilmu). 

Dalam hal ini ketika pemahan ‘amil terhadap pendistribusian zakat fitrah 

kepada mustahiq telah memadai, maka praktek pendistribusian zakat fitrah kepada 
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mustahiq adalah bagian selanjutnya. Praktek pendistribusian zakat fitrah kepada 

mustahiq adalah hal vital yang tidak bisa diselewengkan, karena ketika terjadi 

penyelewengan pada tahap ini semuanya akan kehilangan nilai, dalam artian 

semuanya sia-sia. Walupun pendistribusian zakat fitrah bertentangan dengan 

tradisi masyarakat tetap ketentuan al-Qur’an dan Hadits tidak bisa 

dikesampingkan. 

Namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar khususnya di 

Kecamatan Kuta Baro, Kemukiman Lam Blang  dalam pendistribusian zakat 

fitrah dimana bagian gharimin lebih diutamakan daripada mustahiq yang lain. 

Pendistribusian zakat fitrah tersebut sering terjadi pada hak membayar upah 

ureung woet ie bue yang merupakan hutang masyarakat gampong kepada ureung 

woet ie bue tersebut, yang pelunasannya (zakat fitrah) yaitu pada akhir bulan 

Ramadhan, biasanya zakat fitrah diberikan dalam bentuk beras. 

Pemberian zakat fitrah sebagai bagian ureung woet ie bue tidak hanya 

disebabkan karena faktor tradisi masyarakat terdahulu, yang setiap datang bulan 

Ramadhan menu berbuka puasa harus ada Ie Bue dan upahnya diambil dari zakat 

fitrah dalam hal ini hak gharimin (masyarakat gampong),3 tetapi lebih kepada 

pertimbangan supaya tidak ada masyarakat fakir yang tidak berbuka puasa dengan 

makanan pada saat berbuka puasa. Alasan lain pemberian zakat fitrah kepada 

ureung woet ie bue karena tidak ada yang menaggung hak ureung woet ie bue 

tersebut, dalam hal ini ketika ada yang menanggung hak upah ureung woet ie bue 

maka bagiannya dari gharimin zakat fitrah masyarakat hilang dengan sendirinya. 

                                                           
3Ie Bue adalah makanan sejenis bubur yang terdiri dari nasi dan kacang hijau dan buah-

buahan lainya  
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Pemberian zakat fitrah sebagai bagian gharimin (masyarakat yang 

berhutang kepada ureung woet ie bue sebagai hak upah dia bekerja) sudah 

dimaklumi oleh kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Besar khususnya di 

Kecamatan Kuta Baro, Kemukiman Lamblang, dimana dengan pemberian zakat 

fitrah tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang fakir dan miskin dalam 

berbuka puasa, akan tetapi praktek dilapangan bilamana bagian mustahiq lain 

tidak terpenuhi dengan didahulukan upah ureung woet ie bue dari bagian 

gharimin maka tetap hak ureung woet ie bue diutamakan. 

  Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meniliti tentang tinjauan hukum islam 

terhadap pembagian zakat fitrah kepada Ureng woet ie bue dalam masyarakat 

Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. dengan 

tujuan untuk menemukan dan menganalisis bagaimana ketentuan hadits tentang 

gharimin terhadap praktek masyarakat tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Dari uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka 

penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu: 

1. Bagaimana ketentuan hukum islam tentang penentuan gharimin sebagai 

mustahiq zakat fitrah ? 

2. Bagaimana praktek masyarakat Kemukiman Lamblang memberikan zakat 

fitrah kepada ureung woet ie bue? 

3. Bagimana pendapat Ulama Kemukiman Lam Blang tentang praktek 

pemberian  zakat fitrah kepada ureung woet ie bu ?  
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C. Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian juga 

dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk Mengetahui ketentuan hadits tentang gharimin sebagai mustahiq 

zakat fitrah. 

2. Untuk Mengetahui alasan masyarakat Kemukiman Lam Blang menjadikan 

ureung woet ie bu sebagai salah satu senif penerima zakat fitrah. 

3. Untuk mengetahui Bagimana pendapat Ulama Kemukiman Lam Blang  

tentang praktek pemberian  zakat fitrah kepada ureung woet ie bue 

D. Penjelasan Istilah 

1. Mustahiq 

 Mustahiq zakat adalah sasaran zakat yang telah tercantum dalam al-Qur’an 

dan mengkhususkan pada delapan sasaran seperti dalam QS. At-taubah ayat 60.4  

2. Zakat Fitrah 

 Zakat menurut bahasa adalah tazhir artinya menyucikan, sedangkan 

menurut Imam Syafi’I adalah nama bagi benda tertentu yang dikeluarkan dari 

harta (mal) atau badan (fitrah) yang tertentu. Jadi, zakat fitrah adalah nama bagi 

benda tertentu yang dikeluarkan dari badan (fitrah) yang tertentu, yang 

hikmahnya untuk menyucikan jiwa.5 

 

                                                           
4Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat , terj. Didin Hafidhuddin dkk,  (Bogor: Pusaka Litera 

Antar  Nusa, 2007),  hlm.664. 
5Syeh Nuruddin, Siraathul Mustaqiim, jilid 2, (Indonesia: Haramain, 1634), hlm. 88.  
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3. Ureng Wot I Bu 

 Ureng Wot I Bu adalah lakap profesi bagi seseorang yang bertugas untuk 

memasak bubur pada bulan Ramadhan di sebuah desa.6 

4. Kemukiman Lam Blang 

 Kemukiman Lam Blang adalah salah satu Kemukiman dari Kecamatan 

Kuta Baro, yang memiliki sembilan Gampong di antaranya Gampong Lam 

Seunong, Gampong Bak Buloh, Gampong Aron, Gampong Lamroh, Gampong 

Lambada, Gampong Lambunot Paya, Gampong Lam Raya, Gampong Tumpok 

Lampoh, dan Gampong Puuk. 

E. Kajian Pustaka 

  Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari 

penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan 

mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan 

yang belum ada.7 Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, belum terdapat 

tulisan yang  membahas tentang mustahiq zakat fitrah analisis ketentuan hadits 

tentang gharimin dan praktek  masyarakat Kemukiman Lam Blang, Kecamatan 

Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Tinjauan pustaka ini penulis akan 

mengemukakan hasil pemikiran sebelumnya yang hampir sama dengan masalah 

skripsi ini, misalnya dalam sebuah skripsi dengan judul “akad jual beli dalam 

pembayaran zakat fitrah dengan uang (studi kasus di Kecamatan Simpang Kana, 

Kabupaten Aceh Singkil)”. Didalam skripsinya dia menyimpulkan bahwa secara 

                                                           
6Hasil wawancara dengan Hamdani, Keuchik Gampong Lam Seunong, Kemukiman 

Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Oktober 2017.  
7Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58. 
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umum tentang boleh tidaknya uang dijadikan sebagai pembayaran zakat fitrah. 

Pembayaran zakat fitrah dalam skipsi ini ada dua pendapat, Abu Hanifah 

mengatakan boleh, dengan alasan karena mereka tidak semuanya membutuhkan 

beras pada hari lebaran itu. Sedangkan ulama fiqh lainnya mengatakan tidak boleh 

dari perbedaan pendapat tersebut, penulis lebih cenderung mengambil pendapat 

imam Abu Hanifah, yaitu uang boleh dijadikan sebagai pembayaran zakat fitrah. 

Namun tulisan tersebut tidak menyinggung tentang mustahiq zakat fitrah analisis 

ketentuan hadits tentang gharimin dan praktek masyarakat Kemukiman Lam 

Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. 

  Selanjutnya skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Fitrah di 

Kecamatan Makmur Aceh Utara” yang di tulis oleh Munzar Ali. Dalam skripsi ini 

dia menjelaskan secara umum tentang zakat fitrah yang sudah dikumpulkan 

disuatu tempat, kemudian apakah zakat fitrah tersebut boleh diberikan hanya 

kepada golongan seperti fakir, dengan tujuan supaya fakir itu bisa mengolah atau 

menjadikan zakat fitrah sebagai modal usaha dengan harapan tahun depan dia 

tidak lagi menjadi mustahiq zakat lagi, karena sudah mempunyai usahanya 

sendiri. Kesimpulan dari skripsi tersebut, adalah tidak boleh memberikan zakat 

fitrah hanya kepada seorang mustahiq saja, dengan alasan bukan tidak mungkin 

tahun depan dia menjadi mustahiq lagi, dan tujuan zakat fitrah adalah supaya pada 

hari raya Idul Fitri tidak ada lagi orang yang berpuasa. Namun demikian, dalam 

penulisan ini tidak membahas tentang mustahiq zakat fitrah analisis ketentuan 

hadits gharimin dan praktek masyarakat Kemukiman Lam Blang, Kecamatan 

Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. 
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  Kemudian Amizar Hasanuddin di dalam skipsinya yang berjudul 

“perolehan hak ‘amil dalam pembagian zakat”. Dalam tulisan ini membahas 

secara umum ada tidaknya ‘amil dalam pembagian zakat fitrah, disini peneliti 

berpendapat bahwa ‘ami, mendapatkan haknya, apabila yang dibagikan itu bukan 

harta dia sendiri, apabila yang dibagikan harta sendiri, maka hak mendapat bagian 

dari ‘amil menjadi gugur. Namun demikian, dalam penulisan ini tidak membahas 

tentang masalah mustahiq zakat fitrah analisis ketentuatan hadits tentang gharimin 

dan praktek  masyarakat Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, 

Kabupaten Aceh Besar. 

  Dari beberapa judul di atas tidak ditemukan fokus kajian secara detail 

tentang masalah mustahiq zakat fitrah analisis ketentuan hadits tentang gharimin 

dan praktek  masyarakat Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, 

Kabupaten Aceh Besar. 

F. Metode Penelitian  

 Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data 

tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang 

digunakan oleh seseorang peneliti untuk memperkuat, membina serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.8 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

yang bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu 

pembahasan dengan cara menggambarkan semua masalah yang berkaitan dengan 

                                                           
 8Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum,  (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1986), hlm. 3. 
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Mustahiq Zakat Fitrah Analisis Ketentuan Hadits tentang Gharimin dan Praktek 

Masyarakat Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh 

Besar. 

2. Metode Pengumpulan Data  

 Dalam mengumpulkan data yang mempunyai hubungan dengan objek 

kajian yang berupa data primer (penelitian sebagai pengumpulan data) dan data 

yang berupa data sekunder (penelitian sebagai pemakai data), maka penulis 

menggunakan field research (penelitian lapangan) dan library research 

(penelitian pespustakaan). 

3. Field research (penelitian lapangan)  

  Penelitian ini merupakan metode pencarian data dilapangan karena 

menyangkut dengan persoalan-persoalan atau menyangkut dengan kenyataan-

kenyataan dalam kehidupan nyata.9 Penelitian ini mengambil objek kajian di 

Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro. Fokus kajian dalam penelitian ini, 

berkisar pada Mustahiq Zakat Fitrah Analisis Ketentuan Hadits tentang Gharimin 

dan praktek masyarakat Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, 

Kabupaten Aceh Besar. 

4. Library Research (Penelitian Perpustakaan) 

  Library research yang dimaksudkan disini adalah penelitian 

perpustakaan, artinya peneliti bertugas menelaah teori-teori yang telah 

berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai 

                                                           
9 Nasir Budiman,  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 

23. 
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kemana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah 

berkembang. Metode penelitian perpustakaan ini menggunakan buku-buku yang 

tersedia diperpustakaan.10 

5. Tehnik Pengumpulan Data  

a) Tehnik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen 

dan tulisan  yang relevan untuk menyusun konsep penelitian 

serta mengungkap objek  penelitian. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan banyak melakukan telaah  dan pengutipan 

berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep  penelitian. 

b) Tehnik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan 

informan  penelitian. Tehnik wawancara dilakukan dengan 

mempersiapkan terlebih  dahulu pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara tersebut berisi pokok- pokok pertanyaan 

terbuka untuk di ajukan kepada para informan penelitian. 

c) Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang di lakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data 

faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek 

penelitian.   

    Dari tiga tehnik di atas, untuk membantu penulis mendapatkan data di 

lapangan penulis menggunakan tehnik wawancara. Wawancara adalah salah satu 

tehnik pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi 

                                                           
10Ibid,  hlm. 19. 
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langsung dari sumbernya.11 Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai dua 

orang Tokoh Masyarakat, tiga orang Imam Menasah, dua orang ureung wotie bu 

yang telah mendapatkan bagian zakat fitrah, dan dua orang pennyeluh agama di 

Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. 

Penelitian juga menggunakan dokumentasi sebagai penambahan data yang 

berbentuk tulisan. Dalam melaksanakan dokumentasi, penelitian benda tertulis 

seperti buku-buku. 

6. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh penulis dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan 

mudah. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan tentang data 

yang diterangkan.  

7. Langkah-Langkah Analisis Data  

Langkah-Langkah analisis data yang digunakan dalam penulisan karya 

ilmiah adalah: 

Langkah awal ini dengan memaparkan hal-hal yang melatar belakangi 

tentang mustahiq zakat fitrah analisis ketentuan hadits tentang gharimin dan 

praktek  masyarakat Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten 

Aceh Besar.  

                                                           
11Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press,1986), hlm. 5. 
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Menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan 

menetapkan metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. 

a) Mengkaji dan menganalisis praktek pembagian zakat kepada koki 

bubur sebagai upah menurut perspektif hukum islam. 

b) Untuk penyusunan dan karya ilmiah ini berpedoman pada buku 

Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Yang Di Terbitkan Oleh 

Fakultas Syar’iyah Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih memudahkan Penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya 

dalam empat bab, terdiri dari : 

Bab satu, merupakan pendahuluan yang di awali dengan latar belakang 

masalah yang menguraikan tentang permasalahan yang merupakan awal dari 

skripsi Ini, rumusan masalah di buat supaya skripsi ini lebih sistematis, dan 

disertai pula dengan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka yang 

relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua, membahas tentang pengertian zakat dan dasar hukum, muzakki   

zakat fitrah, mustahiq zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, pengertian gharimin, 

landasan hadits tentang gharimin sebagai mustahik zakat fitrah, macam-macam 

gharimin sebagai mustahiq zakat fitrah. 

Bab tiga, Pembagian zakat fitrah kepada ureung wot ie bu dalam asyarakat  

Kemukiman Lam Blang, dasar hukum masyarakat terhadap pembagian zakat 

fitrah kepada ureung wot ie bu dalam masyarakat Kemukiman Lam Blang, 
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Pandangan ulama Kemukiman Lam Blang terhadap pembagian zakat fitrah 

kepada ureung wot ie bu  dalam masyarakat Kemukiman Lamblang. 

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-

bab sebelumnya dan Juga berisikan saran-saran dan kritikan. 
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BAB DUA 

Ketentuan Zakat Fitrah dalam Hukum Islam dan Ketentuan 

Mustahiq Gharimin 

 
A. Ketentuan Zakat Fitrah dalam al-Qur’an dan Hadits 

1. Pengertian Zakat Fitrah 

Zakat secara bahasa menurut secara bahasa, merupakan kata dasar 

(masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang semua arti 

ini digunakan dalam menerjemaahkan al-Qur’an dan Hadits.12 Sedangkan fitrah 

secara bahasa artinya penciptaan seperti disinyalir dalam firman Allah SWT surat 

ar-Rum ayat 30, Allah SWT berfirman :  

    ۚ ِ قِ اللَّه لْ خَ يلَ لِ دِ َبْ ا ۚ لََ ت هَ يْ  َ ل اسَ عَ رَ النه تِي فَطَ ه ِ ال رَتَ  اللَّه ...فِطْ

ونَ  لَمُ عْ اسِ لََ يَ َرَ النه ث َكْ نه أ كِ ََٰ ل مُ وَ ِ ي  َ ق ينُ الْ كَ الد ِ  لِ
ََٰ  ذ

 
Artinya: “...(tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 

lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.(Q.S. ar-rum: 

30).13  

 

 

 

                                                           
12Muhammad Ridwan, Mas’ud, Zakat dan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, 

(Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 33-34.  
13Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, terj. Muhammadd Afifi dkk, cet, 1. jilid III 

(Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 469. 
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Sedangkan pengertian zakat fitrah secara istilah adalah bagian dari harta 

tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemilik harta untuk diserahkan kepada 

yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu pula, baik yang wajib 

dikelurkan dibebankan kepada harta atau yang wajib dikeluarkan dibebankan 

kepada jiwa (zakat fitrah).14 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “zakat fitrah”, artinya jumlah harta 

tertentu yang wajib dikeluarkan setahun sekali berupa makanan pokok sehari-hari 

oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak 

menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.15    

Untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian istilah tersebut, di bawah 

ini dikemukakan kembali beberapa pendapat ulama lainnya, yaitu sebagai berikut: 

a) Menurut Imam Hanafi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta 

tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’at, 

semata-mata karna Allah SWT.  

b) Menurut Imam Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta 

tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima 

(mustahik), jika kemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna 

selain barang tambang, temuan dan harta temuan. 

c)  Menurut Imam Syafi’i, zakat adalah nama untuk barang yang 

dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) 

kepada pihak tertentu.  

                                                           
14Didin Hafidhuddin, Zakat dalam  Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 

hlm. 7.  
15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 3, cet, 2. 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1278. 
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d) Menurut Imam Ahmad bin Hambal, zakat adalah hak yang wajib 

dikeluarkan pada harta tertentu kepada golongan tertentu pada masa 

tertentu.16 

Dari beberapa definisi di atas, hendaknya telah mewakili dari pendapat-

pendapat lainnya. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah itu diartikan 

dengan harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim laki-laki ataupun muslim 

perempuan dari hartanya untuk diberikan kepada mustahiq yaitu orang yang 

berhajat dan berhak untuk menerimanya, yang bertujuan untuk mensucikan 

dirinya, disamping itu juga untuk menutupi kekurangan-kekurangannya yang 

terjadi pada ibadah puasan.  

Dilihat dari peraturan dalam KHI, yaitu pada bab 1 pasal 668 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut: 

“Zakat fitrah adalah penyisihan harta yang didasarkan atas upaya 

mensucikan jiwa yang dilakukan oleh muzakki yang wajib dikeluarkan 

pada bulan Ramadhan”. 

Dari keseluruhan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum 

Islam dan hukum positif memberi pengertian yang intinya sama, yaitu pengeluran 

harta oleh muzakki dalam upaya untuk mensucikan jiwa yang diberikan kepada 

mustahiq dalam jangka waktu setahun sekali pada akhir bulan Ramadhan. 

                                                           
16Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadilatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid III,  

(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165. 
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2. Dasar Hukum Zakat Fitrah 

Zakat fitrah disyariatkan oleh Allah SWT sama seperti disyariatkan puasa 

yaitu pada bulan Ramadhan tahun kedua Hijriah. Jadi, kejadian zakat fitrah 

disyariatkan ketika Rasul berada di Madinah. Dalil tentang kewajiban zakat fitrah 

adalah ijma’ para ulama.17  

Ulama mazhab imam Maliki menukil dari Asyhab, bahwa hukum zakat 

fitrah adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjunkan).18   

Dalil dalam hal ini Allah SWT, berfirman dalam surat At-Taubah ayat 

103: 

مُْ   نٌ لَِ كَ كَ سَ تَ لََ نَّ صَ مْ إِ هِ يْ لَ لِ  عَ مْ بَِِا وَصَ يهِ زكَِ   ُ مْ وَت رُهُ هِ  طَ ةً تُ قَ دَ وَالِِِمْ صَ مْ نْ أَ ذْ مِ خُ
يم لِ يعٌ عَ   وَاللََُّّ سََِ

 
Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka 

dan Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.(Q.S.at-

Taubah:103)19 

 

  

Muhammad Nasib ar-Rifa’i mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan 

berkenaan dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad karena malas. Selain itu 

juga sebagai dasar kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah dari 

                                                           
17Syeh Nuruddin, Siraathul Mmustaqiim,  jilid II, (Indonesia: Haramain, 1634 ), hlm. 88. 
18Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, terj. Amiruddin, juz VIII , 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 331. 
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sebagian harta untuk mensucikan dan membersihkan mereka, karena kata “  ذ  ”خُ

disini bermakna amar lilwujub (perintah yang wajib).20 

Zakat fitrah juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki 

persiapan yang lebih dari kebutuhan bagi seorang muslim dan bagi setiap orang 

yang wajib dinafakahi olehnya, selain dari orang yang wajib ditanggung nafkah 

olehnya maka tidak wajib ditanggung zakat fitrah olehnya.21 Dalam hal 

kedudukan, fungsi dan peranan zakat fitrah adalah elemen terpenting dalam 

islam.22 

Firman Allah yang lain dalam surah al-Baqarah ayat 110: 

دَ اللََِّّ ۗ إنَّ اللَََّّ  نْ وهُ عِ دُ يٍْْ تَِ  نْ خَ مْ مِ كُ سِ فُ  ْ وا لَِِن مُ دِ  قَ  ُ ا ت ةَ ۚ وَمَ ا وا الزَّكَ لََ ةَ وَآتُ وا الصَّ يمُ قِ وَأَ 
يٌْ  صِ ونَ بَ لُ مَ عْ  َ  بَِِا ت

 
Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat 

pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa 

yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Baqarah :60). 

 

Ketika syarat-syarat yang mewajibkan shalat telah terpenuhi, maka tidak 

ada hal yang bisa dijadikan alasan supaya terbebas dari kewajiban tersebut, begitu 

juga ketentuannya pada zakat fitrah, dari satu riwayat dari Abu Hurairah r.a beliau 

berkata: “ketika Rasulullah SAW telah wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi 

Khalifah dan banyak orang menjadi kafir, maka Umar r.a bertanya: “bagaimana 

                                                           
20 Muhammad Nasib ar-Rifa’i, Tafsirul al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir, 

terj. Shihabuddin, cet, 8. Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 658. 
21Yasin Ibrahim, Kitab  Zakat  Hukum Tata  Cara dan  Sejarah, cet.1.(Jakarta: Marza, 

2008), hlm. 101.  
22Muhammad Nuruddin Ali, Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24. 
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engkau memerangi manusia sedangkan mereka telah mengucapkan kalimat 

tauhid, bukanlah harta dan jiwanya telah terjaga kecuali hisabnya terserah 

perhitungan Allah SWT.” Kemudian Abu Bakar r.a berkata: “demi Allah saya 

benar-benar akan memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan 

zakat”.23    

Dan hadis Rasulullah Saw yang diberitakan oleh Ibnu Umar r.a. :  

ُ عَليَْهِ وَ  ِ صَلهى اللَّه ُ عَنْهُمَا قَالَ فرََضَ رَسُولُ اللَّه سَلهمَ زَكَاةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه

الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تمَْرٍ أوَْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلىَ الْعَبْدِ وَالْحُر ِ وَالذهكَرِ وَالْْنُْثىَ 

غِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُ  سْلِمِينَ وَالصه  
 

Artinya: “Rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan 1 

sha’ (3,1Liter) kurma atau 1 sha’ gandum atas tiap-tiap orang merdeka 

atau hamba, laki-laki atau perempuan daripada kaum muslimin. (H.R. 

Bukhari)24 

 

 

Al-Qurthubi berpendapat bahwa makna lahiriah hadits tersebut bermaksud 

untuk menjelaskan ukuran sedekah (zakat fitrah) serta orang-orang yang wajib 

mengeluarkanya atas nama dirinya sendiri atau mereka yang zakatnya ditanggung 

oleh orang lain. Hal ini diperkuat oleh hadits Abu Sa’id yang menunjukkan bahwa 

mereka biasa mengeluarkan zakat atas nama dirinya sendiri dan atas nama orang 

lain. Dengan ketentuan antara orang yang dibayar dan orang yang membayar 

                                                           
23Imam Nawawi, Riyadhus Salihin, terj. Ahmad Sunarto, juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 

1999), hlm. 221-222.  
24Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, juz 1V , (Lebanon: Bairut, 

1993), hlm. 141. 
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harus ada hubungan, seperti anak kecil dengan walinya, atau budak dengan 

tuannya. 25 

 Disisi lain pemberitaan Ibnu Umar ini, menegaskan dan menyatakan 

dengan terang hukum zakat fitrah adalah wajib ditunaikan oleh umat Islam. Hadits 

ini pula menjadi hujjah yang tepat dan kuat untuk menolak pemahaman orang-

orang yang mengatakan, bahwa zakat fitri adalah amalan yang sunnat.26 Dalam 

hadits tersebut ini juga menjelaskan  tentang orang-orang yang wajib 

mengeluarkan zakat fitrah, kadar zakat fitrah yaitu 1 sha’ (3,1liter) baik dari 

gandum maupu kurma (makanan pokok), dan jenis zakat fitrah baik dari gandum 

maupu kurma yang wajib di keluarkan. Kewajiban tersebut atas semua golongan 

orang Islam, kaya dan fakir, sudah taklif atau belum tetap wajib mengeluarkan 

zakat fitrah.27 

Selanjutnya hadits dari Ibnu Abbas r.a : 

ُ وَعَنِ ابِْنِ عَبهاسٍ رَضِ  ِ صلى الله عليه وسلم يَ اَللَّه  عَنْهُمَا قَالَ:  فَرَضَ رَسُولُ اَللَّه

فَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أدَهاهَا قبَْلَ  ائِمِ مِنَ الَلهغْوِ, وَالره زَكَاةَ الَْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصه

لََةِ فهَِيَ زَكَاةٌ مَقْبوُلَةٌ, وَمَنْ أدَهاهَا بَعْ  لََ الَصه دقََاتِ. دَ الَصه ةِ فهَِيَ صَدقََةٌ مِنَ الَصه  
 

Artinya : “Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhuma berkata: bahwa Rasulullah 

SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang 

berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai 

makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang 

mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan 

barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah 

biasa”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).28 

                                                           
25Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, terj. Amiruddin, juz VIII , 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 341. 
26Hasbi Shidqi, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999). hlm. 250.  
27Ibid. hlm. 234.  
28Muhammad Nashiruddin al-Bani, Shahih Sunan Abu Daud, terj. Ahmad Rifa’i dkk, jilid 

I, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 625.  
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wakai’ Ibnu Hajar salah satu hikmah 

zakat fitrah pada bulan Ramadhan adalah untuk melengkapi kekurangan pada 

bulan ibadah puasa pada bulan Ramadhan seperti sujud sahwi dalam shalat adalah 

zakat fitrah menyumpurnakan sesuatu yang tidak sempurna dari puasa dan adalah 

sujud sahwi melengkapi sesutu yang tidak lengkap dari shalat, selain rukun dan 

yang membatalkannya (puasa dan shalat).29 

 Dalil hadits yang berkaitan dengan zakat fitrah ada dalam kitab Sahih 

sunan Abu Daud berjumlah delapan hadits, namum karena kurang relevan dengan 

topik maka yang penulis sebutkan hanya dua hadits. Ayat-ayat dan hadits-hadits 

diatas menyatakan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah dan juga 

zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting karena 

banyaknya manfaat dari zakat tersebut. 

 

3. Muzakki Zakat Fitrah 

Zakat fitrah diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang islam, baik 

dikalangan anak kecil (sabi), pemuda (balig), dan orang tua (syeh), baik dia laki-

laki maupun perempuan. Zakat tersebut wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan 

Ramadhan yaitu menjelang hari raya ‘Idul Fitri dan batasnya hingga subuh 

tanggal    satu Syawal sebelum shalat ‘idul fitri dilaksanakan.30 

Sebagaimana hadits diriwayatkan oleh Ibnu Umar: 

ان النبي صل الله علئه  وسلم امر بز كا ة الفطر  عن ابن عمر رضئ الله عنهما

 قبل خرؤج الناس الئ الصلَة

                                                           
 29Syeh Nuruddin, Siraathul Mmustaqiim,  jilid II, (Indonesia: Haramain, 1634 ), hlm. 106. 

30Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet.1. (Jakarta: Grafindo 

Persada, 1998), hlm. 49. 
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Artinya: “Nabi SAW telah memerintahkan penunaian zakat fitrah sebelum 

manusia keluar shalat idul fittri”. (H.R. Bukhari).31 

Syarat utama wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah orang islam, baik 

kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan kaum 

Muslimin, dan orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi jika 

orang kafir mempunyai budak Islam, menurut sebagian ulama’ berpendapat 

bahwa orang kafir tersebut wajib membayar zakat budaknya.32 Jika anak lahir 

setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadahan, maka tidak diwajibkan 

untuk zakat fitrah, Akan tetapi jika kelahiran bayi tersebut sebelum matahari 

terbenam pada bulan Ramadhan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah, meskipun 

satu menit sebelum matahari terbenam.  

Adapun zakat dari seseorang anak kecil (bayi dan yang belum mempunyai 

penghasilan) adalah menjadi tanggungan ayah.33 Begitu pula zakat fitrah istri 

menjadi tanggungan suami, akan tetapi jika suami mengalami kesulitan ekonomi 

dan hanya bisa mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri makayang menjadi 

kewajiban adalah zakat fitrah atas dirinya sendiri. Jika ada kelebihan lain maka 

yang wajib didahulukan adalah membayar zakat fitrah atas istrinya, kemudian 

anak yang paling kecil, ayah, ibu dan anak yang besar.34 

                                                           
31Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, terj. Amiruddin, juz VIII , 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 353. 
32Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid III, 

(Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 348. 
33Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 

2000),  hlm. 541. 
34Ibid,  hlm. 545. 
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4. Mustahiq Zakat Fitrah 

Mustahik adalaah orang-orang yang menjadi sebagai pihak yang menerima 

zakat. Berbicara masalah mustahik zakat fitrah erat kaitanya dengan 

pendistribusiannya, maka dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat dengan 

imam syafi’i, jumhur ulama berpendapat bahwa boleh mendistribusikan zakat 

fitrah kepada satu golongan saja, sedangkan imam syafi’i berpendapat kedelapan 

golongan tersebut harus dibagikan zakat fitrah, untuk masa sekarang umumnya 

didunia ada empat golongan: fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Sekelompok 

dari ulama Syafi’iah memilih untuk mendistribusikan zakat kepada tiga orang 

fakir atau miskin, Ar-Rauyani dari kalangan ulama Syafi’iah berpendapat 

demikian.35 

 Dalam surat at-Taubah ayat 60 di sebutkan orang-orang yang berhak 

untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman: 

دقََاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلهفَةِ  قلُوُبهُُمْ وَ فِي إنِهمَا الصه

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللَّه ِ وَابْنِ السهبِيلِ فرَِيضَةً مِنَ اللَّه قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيِلِ اللَّه  الرِ 
 

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah 

maha mengetahui lagi maha bijaksana” (Q.S. at Taubah : 60). 

 

Ayat tersebut menyebutkan yang bahwa, hanya ada delapan golongan 

orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk 

di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak menerima zakat. Penjelasan 

tentang masing-masing golongan adalah sebagai berikut :  

                                                           
35Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid III 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 281  
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a) Fakir 

Fakir menurut Amir Syarifuddin, fakir adalah orang yang tidak memiliki 

harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Menurut imam Syafi’i adalah orang 

yang sama sekali tidak mempunyai harta dan mempunyai usaha yang mampu 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnnya.36 Namun jika orang yang tidak bisa 

memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia 

mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.  

b) Miskin  

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang 

dapatmenghasilkan sebagian kebutuhannya  tetapi ia tidak dapat mencukupinya. 

Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut 

keadan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki 

sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu 

orang yang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi 

tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.37 

c) ‘Amil  

‘Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pengelolaan zakat , baik pwnarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat 

.Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat  dari harta zakat. Amil 

dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk 

                                                           
36Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, terj. Muhammadd Afifi dkk, jilid III, (Jakarta: 

Almahira, 2010),  hlm. 475.   
37Didin Hafidhuddin, Zakat dalam  Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 

hlm. 133. 
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pekerjaannya, akan tetapi apabila pemimpin kaum muslimin telah menetapkan 

gaji kepada mereka, maka mereka tidak boleh lagi diberi bagian zakat.38  

d) Muallaf  

Mualaf adalah orang yang lemah imannya. Mereka diberi zakat agar iman 

mereka menjadi kuat.39 Jika golongan mualaf ini orang-orang kafir, mereka tidak 

mendapat zakat  sedikitpun. Namun apabila Muslim, mereka berhak diberi zakat 

untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakina yang kuat.40para 

ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberi 

zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka atupun tujuan yang lain. Memberi 

mereka zakat diawal muncul islam, disebabkan jumlah kaum muslimin sangat 

sedikit, sedangkan jumlah orang kafir sangat banyak. Masa sekarang, Allah SWT 

telah memuliakan islam dan para pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi untuk 

meluluhkan hati orang kafir.41 

a) Riqab  

Pendapat para ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah riqab adalah budak 

mukatab (budak yang mengangsur harganya kepada tuannya agar memperoleh 

kebebasab) Muslim yang tidak memilki harta harta untuk mencukupi apa yang 

sedabg mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat 

untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberi zakat kepada budak untuk 

                                                           
38Saleh Fauzan, fiqih sehari-hari, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2005), hlm. 280. 
39Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid III, 

(Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 283. 
40Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, terj. Muhammadd Afifi dkk, jilid III, (Jakarta : 

Almahera, 2010), hlm. 477. 
41Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid III, 

(Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 283. 
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melepas keadaan  budaknya melainkan statusnya mukatab. Jika seorang budak 

dibeli dengan bagian ini maka pembayaranya tidak kepadanya melainkan kepada 

tuanya. Dan belum terealisasi memberikan hak milik sesuai yang diinginkan 

dalam menunaikan zakat.42  

b) Gharimin  

Gharimin adalah orang yang mempunyai banyak hutang bertumpuk untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar 

hutangnya.43 Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi 

sebagian atau seluruh hutangnya. Para ulama membagi gharimin menjadi dua 

macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan 

keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang 

lain ataukepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat 

sekedar untuk melunasi hutangnya.44 

c) Fisabilillah  

Fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh 

gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas Fisabilillah juga diartikan 

dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus 

pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.45 Dengan demikian 

definisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja akan memiliki 

makna yang luas.  

                                                           
42Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid III, 

(Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011),  hlm. 285. 
43Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat , terj. Didin Hafidhuddin dkk, (Bogor: Pusaka Litera 

Antar  Nusa, 2007), hlm. 143. 
44Saifuddin Zuhri , Zakat Kontekstual, (Semarang: Bima Sejati, 2000), hlm. 30. 
45M. Abdul Malik Ar-Rahman, Pustaka Cerdas Zakat, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 

hlm. 38. 
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d) Ibnu Sabil  

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang berpergian lalu melewati tempat 

zakat dikeluarkan, atau orang yang bersiap melakukan perjalanan dari tempat 

zakat dikeluarkan dengan tujuan perjalanan bukan untuk maksiat.46 Orang tersebut 

diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud, jika dia 

memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut sekalipun dinegerinya dia 

adaalah orang kaya.47  

5. Hikmah Zakat Fitrah 

Pendapat Wakai’ Ibnu Hajar salah satu hikmah zakat fitrah pada bulan 

Ramadhan seperti sujud sahwi dalam shalat adalah zakat fitrah menyumpurnakan 

sesuatu yang tidak sempurna dari puasa dan adalah sujud sahwi melengkapi 

sesutu yang tidak lengkap dari shalat, selain rukun dan yang membatalkannya 

(puasa dan shalat).48 

Selain hikmah di atas, bagi muzaki juga bisa untuk membersihkan jiwa 

dari segala penyakit hati, Seperti bakhil, kikir, dan sikap acuh atas penderitaan 

yang dialami oleh orang-orang yang perlu dibantu. Sedangkan manfaat bagi harta 

yang di zakati adalah untuk menyucikan harta.49  

Selain itu zakat fitrah juga dapat membantu mencukupi kebutuhan orang 

fakir dan miskin yang hidupnya selalu menderita karena tidak bisa menikmati apa 

                                                           
46Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, terj. Muhammad Affi dkk, Jilid II,  (Jakarta: 

Almahira, 2010), hlm.478. 
47Wahbah Zuhaili, Fiqih  Islam Waadillatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid III, 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.286. 
 48Syeh Nuruddin, Siraathul Mmustaqiim,  jilid II, (Indonesia: Haramain, 1634 ), hlm. 106. 

49Saleh Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, terj. Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 

hlm. 245.   
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yang dinikmati oleh orang-orang kaya pada saat hari raya Idul Fitri.50 Kadang kala 

di dalam berpuasa orang-orang terjerumus dalam perbuatan dan perkataan yang 

tidak bermanfaat, padahal dalam berpuasa tidak diizinkan lidahnya, matanya, 

tangannya, dan kakinya mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah  SWT 

dan Rasulullah SAW dan hikmah dari disyariatkannya zakat fitrah di hari raya 

untuk agar seluruh umat muslim baik yang kaya dan miskin merasakan 

kegembiraan bersama.51  

Kesimpulannya hikmah zakat fitrah pada umumnya yang terkandung 

dalam syri’at ini adalah:  

a) Menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para 

pendosa  dan pencuri.  

b) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang 

yang sangat memerlukan bantuan.  

c) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil ia juga melatih 

seseorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.  

d) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang 

telah dititipkan kepada seseorang. 

Sedangkan apabila diperhatikan pendapat jumhur ulama mazhab (madzhab 

Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hanbali), maka gharimin bisa saja 

memperoleh seluruh harta zakat dan bisa saja tidak memperoleh sedikitpun, 

karena mereka berpendapat bahwa apabila zakat ditunaikan/didistribusikan 

kepada salah satu dari ashnaf zakat yang delapan maka muzakki telah terlepas dari 

                                                           
50Hasan Ayyub,  Fikih Ibadah, (Jakarta: Pustaka Kausar 2011), hlm. 555. 
51Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Didin Hafidhuddin dkk, (Bogor:  Pusaka Litera 

Antar  Nusa, 2007), hlm. 925. 
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kewajiban menuaikan zakat. Akan tetapi mereka tetap membatasi untuk gharimin 

diberikan hanya sebatas utang yang wajib ia lunasi, selebihnya harus 

dikembalikan, kecuali jika ia fakir.  

Beberapa tujuan pokok terpenting dalam zakat fitrah adalah dikarenakan 

pada bulan Ramadan semua umat islam berpusa, maka pada hari raya diharamkan 

berpuasa dengan jalan diwajibkan zakat fitrah, serta tujuan pokok lainnya 

mempersempit kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat agar perekonomian di 

masyarakat dapat adil dan merata, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan 

yang miskin tidak semakin miskin. 

 

B. Ketentuan Mustahiq Gharimin  

1. Pengertian Gharimin 

Kata gharimin secara bahasa adalah bentuk jamak dari gharim. Kata 

gharimin memiliki dua makna, pertama orang yang berutang dan kedua orang 

yang berpiutang52. Sedangkan lebih banyak dipakai dengan makna orang yang 

berutang.53 

Sedangkan menutut terminologi para ulama bereda pendapat tentang 

defenisi gharimin, diantaranya: 

                                                           
52Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Didin Hafidhuddin ddk, (Bogor: Pusaka Litera 

Antar  Nusa, 2007), hlm. 594. 
53Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia, cet ke-14, 

(Surabaya:  Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1004. 
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a) Menurut Imam Hanafi gharimin adalah orang yang menanggung 

beban utang dan orang tersebut tidak memiliki harta satu nishab yang 

lebih dari utangnya.54 

b) Menurut Imam Maliki gharimin adalah orang yang berutang meskipun 

telah meninggal yang dia terjerat didalamnya, bukan untuk perbuatan 

yang merusak dan bukan semata-mata berniat untk mengambl harta 

zakar, kecuali ia telah bertaubat.55  

c) Menurut Imam Syafi’i gharimin terbagi dua kelompok, pertama; 

mereka yang berutang untuk kemashlahatan mereka sendiri atau 

ma’ruf dan bukan digunakan untuk maksiat, kemudian mereka tidak 

sanggup untuk menunaikannya dalam bentuk benda atau uang dan 

kedua; mereka yang berutang untuk mendamaikan orang yang 

berselisih atau ma’ruf. 56 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa, 

gharimin adalah orang-orang yang berutang yang jka mereka berutang untuk 

kepentingan diri mereka dalam hal kemakrufan dan bukan kemungkaran, 

ketentuanya adalah tidak memiliki harta untuk melunasi utang tersebut, dan 

orang-orang yang berutang untuk kemashlahatan diantara dua orang (yang 

bersengketa) meskipun dari golongan orang kaya. 

                                                           
54Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Didin Hafidhuddin dkk, (Bogor:  Pusaka Litera 

Antar  Nusa, 2007), hlm. 594. 
55 Muhammad, Hasyiyah al-Dusuqi, cet ke-1  (Beirut: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1996),  

hlm. 106-107.  
56Wahbah Zuhaili, Fiqh  Islam Waadillatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid III, 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 285. 
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2. Landasan Hadits tentang Gharimin sebagai Mustahiq Zakat Fitrah 

Sebagaimana telah diketahui bahwa gharimin termasuk dalam golongan 

orang yang berhak menerima zakat fitrah. Sesuai dengan dalil hadits, diantaranya: 

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al- Khudri r.a.. 

في سبیل اّللّ أو لعامل علیها أو لغارم أو لرجل  لا تحل الصّدقة لغنيّ إلاّ لخمسة لغاز 

.رجل كان له جار ٌ مسكین فتصدّق على المسكین فأھداھا المسكین إلیهاشتراھا بماله أو ل  

Artinya: “sedekah (zakat) tidak halal diberikan kepada orang kaya melainkan 

kepada lima golongan: untuk orang kaya yang berperang dijalanAllah 

SWT, orang yang menjadi ‘Amil (panitia) zakat, gharim, seorang yang 

membeli sedekah tersebut dengan hartanya, atau seorang yang 

mempunyai tetangga miskin. Kemudian si miskin tersebut mendapatkan 

sedekah, lantas ia berikan itu kepada tetangganya yang kaya tadi ”. 

(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)57 

 

Hadits diatas menurut Wahbah Zuhaili merupahan dalil bahwa gharimin 

itu bukan saja orang yang fakir atau miskin tetapi juga dari golongan orang kaya, 

akan tetapi ia berutang untuk kemashlahatan orang lain, yakni menyelesaikan atau 

mendamaikan orang yang bersengketa. Menurutnya orang yang mendamaikan 

atau menyelesaikan sengketa meskipun dia adalah orang kaya itu diberikan zakat 

dari golongan gharimin, karena ditakutkan persengketaan tersebut dapat merusak 

harta dan jiwa.58  

Selanjutnya hadits dari Qabisyah bin Mukhariq al-Hilal mengemukakan 

وعن قبیصة بن مخارق الهلالي قال: تحمّلت حمّالة فأتیت رسول اّللّ صلىّ اّللّ علیه وسلمّ 

لك بها. ثمّ قال: یا قبیصة: إنّ المسألة لاتحلّ  أسأله فیها فقال: أقم حتىّ تأتینا الصّدقة فتأمر

كففّ عن أيّ ی -یصیبها ثمّ یمسك  الاّ لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمّالة فحلت له المسألة حتىّ

ابته جائحة ) كارثة ( اجتاحت  ماله فحلتّ  له المسألة حتىّ یصیب قواما ورجل أص –السؤال 

                                                           
57Ibid, hlm. 286. 

58Wahbah Zuhaili, Fiih  Islam Waadillatuha, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid III, 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 286. 
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من عیش أو قال: سداداً من عیش, ورجل أصابته فاقة حتىّ یقول ثلاثة من ذوي الحجا من 

ن عیش أو قال سدادا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلتّ له المسألة حتىّ یصیب قواما م

یا قبیصة فسحت یأكلها صاحبها سحتا. ش. فما سواھنّ من المسألةعی  

Artinya: “Dari Qabisyah bin al-Mukhariq al-Hilal, ia berkata: ”aku telah 

memikul suatu beban (untuk mendamaikan dua pihak yang 

bersengketa), kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW 

menanyakan tentang beban itu”. Rasulullah SAW, berkata: “tegaklah, 

sehingga datang kepada kami zakat untuk kuberikan kepadamu, 

kemudian beliau berkata: “Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta 

zakat itu tidak halal kecuali pada tiga golongan, pertama orang yang 

memikul beban untuk memdamaikan orang yang bersengketa, maka 

dihalalkan baginya meminta, sampai ia berhenti memintanya, kedua, 

orang yang tertimpa kebingungan yang sangat, karena rusaknya harta 

bendanya, maka baginya dihalalkan meminta sedekah, sehingga ia 

mendapatkan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ketiga, 

orang yang mendapatkan kesulitan hidup, sampai berkata pemuka tiga 

orang dari kaumnya bahwa kesulitan hidup telah menimpa orang itu, 

maka kepadanya dihalalkan meminta sedekah sehingga mempunyai 

kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang meminta 

selain tiga golongan tersebut termasuk usaha yang haram. (H.R Imam 

Ahmad, Muslim, An-Nasai, dan Abu Daud).59 

 

Orang yang berutang untuk kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai 

kebututuhannya, artinya kebutuhan orang tersebut untuk melunasi hutangnya. 

Apabila orang tersebut diberi zakat tetapi ia tidak membayar utang tersebut 

dengan zakat tersebut tetapi dengan uanmgnya sendiri. Maka, menurut pendapat 

yang masyhur bahwa ia harus mengembalikan bagiannya itu, karena ia sudah 

tidak memerlukan lagi. Baik hutangnya sedikit maupun banyak, sebab yang 

diperlukan adalah  dibayarkan hutangnya atau tanggungannya.60 

Termasuk golongan yang kedua dari gharim ini adalah orang-orang yang 

berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Orang yang berhutang untuk 

                                                           
59Yusuf  Qardhawi, Hukum Zakat, terj. Didin Hafidhuddin dkk, (Bogor:  Pusaka Litera 

Antar  Nusa, 2007), hlm. 606. 
60Imam Syafi’i, Ringkasn Kitab al-Um, terj. Muhammad Yasir Abdul Mutallib, (Jakarta: 

Pustaka Azzam 2004), hlm. 514.   
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kemaslahatan masyarakat mendapat hak dari zakat fitrah, misalnya orang yang 

berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa, untuk 

menyelesaikanya membutuhkan dana yang besar sehingga orang yang 

menyelesaikan persengketaan tersebut terbebani, dan termasuk juga kelompok 

lembaga sosial yang berhutang untuk kemaslahatan lembaga sosial, misalnya 

yayasan sosial yang menampung yatim piatu, orang usila, dan lain sebagainya. 

Maka orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak lebih utama untuk 

dibantu.61  

3. Kriteria Gharimin sebagai Mustahiq Zakat Fitrah menurut Fukaha 

Mazhab imam Syafi’i mengemukakan bahwa orang yang berhak 

menerima zakat adalah orang yang mengaku hamba mukatab atau gharim, dapat 

dibenarkan diberikan zakat fitrah jika ada saksi yang adil atau dibenarkan oleh 

tuanya bagi mukatab atau karena keadaanya telah diketahui oleh masyarakat.62 

Pada mazhab imam Maliki menyebutkan bahwa orang yang berhak 

menerima zakat fitrah gharim (bagi orang yang berhutang) adalah: 

a) Merdeka 

b) Islam 

c) Bukan keturunan Bani Hasyim 

                                                           
61Muhammad Daud Ali,  Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press 

1998), hlm. 40.  
62Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Mu’in, terj. Muhamad Anwar dkk, 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994). hlm.585.  
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d) Hubungan hutangnya sesama manusia, jika hutangnya kepada 

Allah SWT seperti hutang kifarat, maka melunasinya tidak boleh 

dari harta zakat fitrah.63 

Sedangkan pada mazhab yang lain penulis tidak menemukan batasan-

batasannya. Hanya saja penulis dapat menyimpulkan bahwa batasan gharim yang 

berhak diberikan kepada orang-orang yang berhutang, baik untuk keperluan 

dirinya maupun kemaslahatan ummat maka boleh diberikan zakat fitrah, namun 

hanya sebatas menutupi hutangnya saja.64 Menurut mazhab Imam Syafi’i zakat 

fitrah itu tidak boleh sedikitk pun untuk mengkafani mayat, atau membangun 

Mesjid (kecuali melalui gharim, (sebab mustahiq zakat fitrah harus orang bukan 

benda).65 

Secara garis besar dari defenisi yang telah disebutkan di atas yang 

merupakan kumpulan dari pendapat pada ulama dalam mendefenisikan gharimin, 

penulis dapat  membagi gharimin dilihat dari berbagai segi:  

a. Dilihat dari segi hajat dan tujuan kepentingan ia berutang, maka 

gharimin dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1.)  Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, yakni 

untuk  memenuhi hajat dirinya, baik itu bentuknya makanan, 

pakaian,   kendaraan, tempat tinggal, obat-obatan. 

                                                           
63Muhammad Zuhri, Fiqh Empat Mazhab, cet. I, Jilid IV (Semarang: Assyifa, 1994). 

hlm.162 
64Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Um, terj. Muhammad Yasir Abdul Mutallib, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2004), hlm. 466. 
65Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fathul Mu’in, terj. Muhamad Anwar dkk, 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994). hlm. 585. 



35 
 

 
 

2.) Orang yang berutang untuk kepentingan orang lain, yakni untuk 

kemaslahatan umum dan  untuk  mendamaikan dua atau lebih 

orang yang bersengketa.66 

b. Dilihat dari segi mampu atau tidaknya membayar utang, maka dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1.) Orang yang terkadang mampu membayar dan terkadang tidak 

mampu membayar, akan tetapi lebih sering mampu membayar 

sesuai dengan kesepakatan akad 

2.) Orang yang terkadang mampu membayar dan terkadang tidak 

mampu membayar, akan tetapi lebih sering tidak mampu 

membayar sesuai dengan kesepakatan akad 

3.) Orang yang sama sekali tidak mampu membayar sesuai dengan 

waktu yang disepakati.  

Regulasi syari’at islam yang mengatur tentang pemberian zakat kepada 

gharimin untuk menutup utangnya teleh menempatkan dua tujuan utama. pertama, 

berhubungan dengan orang yang berhutang, tekanan siang dan malam telah 

memberatkannya, zakat menutupi utangnya, kedua, berhubungan dengan 

kemaslahatan umum, zakat merangsang nilai kemanusian seseorang yang 

mendamaikan orang-orang yang bersengketa.67 

                                                           
66Saleh Fauzan, fiqih sehari-hari, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2005), hlm. 281-282. 
67Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat , terj. Didin Hafidhuddin dkk, (Bogor: Pusaka Litera 

Antar  Nusa, 2007), hlm. 602. 



 
 

36 
 

BAB TIGA 

Pembagian Zakat Fitrah Kepada Ureung Wot Ie Bu dalam 

Masyarakat di Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, 

Kabupaten Aceh Besar 

 

A. Alasan Pemberian Zakat Fitrah kepada ureung wot ie bu dalam 

Masyarakat Kemukiman Lam Blang 

 

1. Profil Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten 

Aceh Besar 
 

Kecamatan Kuta Baro merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) 

kecamatan yang ada di Kebupaten Aceh Besar. Ibu kota Aceh Besar terletak di 

Jantho. Daerah Kebupaten Aceh Besar secara umum memiliki Luas ± 2.974,12 

km², dengan letak koordinat pada 5,2°- 5,8° LU dan 95,0°- 95,8° BT. Keseluruhan 

jumlah kecamatan, mukim, dan gampong pada kabupaten ini yaitu 23 (dua puluh 

tiga) kecamatan, 68 (enam puluh delapan) mukim, dan 604 (enam ratus empat) 

gampong.68  

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuta Baro. Ibu kota 

Kecamatan Kuta Baro terletak di Gampong Lambaro Bileu yang berada di 

Kemukiman Ateuk. Secara georafis, Kecamatan Kuta Baro memiliki luas 61,07 

Km2 (6.107 Ha). Adapun batas-batas kecamatan ini yaitu:

                                                           
68Dikutip melalui: http://www.acehbesarkab.go.id/, diakses pada tanggal 18 Oktober 

2017. 

http://www.acehbesarkab.go.id/
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- Sebelah Utara : Kecamatan Kuta Baro 

- Sebelah Selatan : Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Blang Bintang 

- Sebelah Barat : KecamatanKrueng Barona Jaya 

- Sebelah Timur : Kecamatan Blang Bintang dan Kecamatan Mesjid Raya 

Secara khusus, Kecamatan Kuta Baro terdiri dari 5 (lima) kemukiman dan 

47 (empat puluh tujuh) gampong. Berikut ini dapat disajikan tabel nama-nama 

Kemukiman dan gampong di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, berikut dengan 

jumlah penduduknya. 

Tabel 1.3. Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro. 

KEMUKIMAN DAN GAMPONG DI KECAMATAN KUTA BARO 

No Kemukiman Gampong 

1 Ateuk 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Babah Jurong 
Cot Cut 

Cot Peutano 
Lam Asan 

Lam Glumpang 

6. 
7. 
8. 
9. 

Lambro Bileu 
Lambro Dayah 
Lampoh Keude 

Meunasah Baktrieng 

2 Bung Cala 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Krueng Anoi 
Cot Masam 

Cot Mancang 
Bueng Bak Jok 

Cot Beut 

6. 
7. 
8. 
9. 

Seupeu 
Lam Neuheun 

Lampuuk 
Gue 

3 
Mukim Lam 

Blang 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Puuk 
Lam Seunong 

Aron 
Lamroh 

Bak Buloh 

6. 
7. 
8. 
9. 

Lam Raya 
Tumpok Lampoh 
Lambunot Tanoh 
Lambunot Paya 

4 
Mukim 
Lamrabo 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ujong Blang 
Lam Ceu 
Cot Preh 

Lamtrieng 
Beurangong 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Rabeu 
Deyah 
Cucum 

Cot Yang 
Cot Raya 

5 
Mukim 
Leupung 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Lampoh Tarom 
Lamteube Mon Ara 
Lamteube Geupula 

Lam Alue Cut 
Lam Sabang 

Lam Alue Raya 

8. 
9. 

10. 
 

Leupung Ulee Alue 
Leupung Mesjid 

Cot Lamme 
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Sumber: BPS Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar 2016.69 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka yang menjadi objek penelitian pada 

pembahsan ini yaitu Kemukiman Lam Blang seperti tersebut pada nomor tiga di 

atas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kuta Baro, 

penduduk di kecamatan ini rata-rata sebagai petani. Adapun kondisi sosial dalam 

kaitan dengan pendidikan masih sangat memprihatinkan. Mengingat, fasilitas 

sekolah baik tingkat SD, SMP, maupun SMA masih minim. Terhitung hingga 

tahun 2016, fasilitas SD hampir tidak ada pada setiap gampong. Sebagaimana data 

BPS, jumlah fasilitas bangunan SD berjumlah 14 bangunan. Sedangkan fasilitas 

bangun SMP berjumlah 4, dan SMA berjumlah 3. Hal ini tidak sebanding dengan 

jumlah masyarakat yang ada pada 47 gampong yang ada yang totalnya berjumlah 

26.239 jiwa.70 

Dalam kaitannya dengan masalah mu’amalah terutama zakat, penyelesaian 

sengketa biasanya dilakukan berdasarkan hukum kekeluargaan dan asas 

musyawarah. Dalam masalah-masalah tertentu, seperti zakat dan perkawinan, 

masayarakat masih terlihat kental dengan praktek hukum adatnya. Namun, dalam 

ranah hukum pidana dan perdata umum, biasanya penyelesaian kasus dilimpahkan 

kepada pihak yang berwenang sebagaimana aturan yang berlaku dalam Qanun-

Qanun Aceh.71 Penelitian ini, dilakukan di Kemukiman Lamblang dengan subjek 

penelitian yaitu tentang mustahiq zakat fitrah analisis kekuatan hadits dan praktek  

                                                           
69BPS Kecamatan Kuta Baro dalam Angka 2016. 
70Data lengkapnya dapat dilihat pada lampiran dalam “BPS Kecamatan Kuta Baro Aceh 

Besar dalam Angka 2017”. 
71Hasil wawancara dengan Sudirman, Camat Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 16 

Oktober 2017. 
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masyarakat Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh 

Besar. 

Data-data penelitian ini nantinya diperoleh melalui hasil wawancara 

dengan masyarakat Kemukiman Lam Blang Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar. 

 

2. Praktek Pembagian Zakat Fitrah kepada Ureung Woet Ie dalam 

masyarakat Kemukiman Lam Blang 

Berdasarkan penjelasan awal penelitian ini, bahwa terdapat perbedanan 

mendasar dalam kaitan antara sistem pembagian zakat fitrah ureung woet ie bue 

dalam al-Qur’an dan hadits dengan praktek yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Khususnya, masyarakat di Kemukiman Lam Blang Kecamatan Kuta 

Baro Kabupaten Aceh Besar. 

Sebagaimana ketetapan dalam al-Qur’an dan hadits, mustahiq merupakan 

orang-orang yang ditetapkan bagiannnya yaitu delapan golongan. Hak dalam 

hukum Islam hanya terkhusus kepada para mustahiq yang telah ditentukan dalam 

al-Qur’an dan Hadits. Artinya, masing-masing mereka sama diberikan dengan 

tidak ada pembedaan. Namun, dalam prakteknya masyarakat memandang yang 

bahwa siapapun yang berhutang baik itu perorangan maupun korporasi (dalam hal 

ini masyarakat) tetap berhak menerima zakat tidak terlepas dari mampu atau 

tiadaknya korporasi tersebut membayar hutangnya. 

Menurut M. Ali, salah seorang warga Gampong Aron, mengungkapkan 

bahwa jika dalam sebuah gampong terdapat beberapa mustahiq, dan di dalamnya 

menghimpun antara ureng woet ie bu dan senif yang lain, maka hak ureng woet ie 
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bu tetap harus diutamakan.72 Lebih lanjut, ditegaskan pengutamaan pemberian 

zakat fitrah tersebut sebagai langkah untuk masing-masing anggota masyarakat 

dalam menetapkan hak ureung woet ie bue dari pekerjaannya selama bulan 

Ramadhan.73  

Secara umum, alasan-alasan pemberian dan pengutamaan ureung woet ie 

bue dalam memperoleh hak zakat fitrah diantaranya yaitu karena kebiasaan dalam 

masyarakat bahwa untuk setiap malam berbuka pada bulan Ramadhan diusahakan 

agar semua masyarakat mempunyai makanan untuk berbuka puasa, karena adat 

upah ureung woet ie bue diberikan pada akhir bulan Ramadhan maka hak yang 

ditahan selama sebulan penuh harus lebih diutamakan.  

Mengenai golongan mustahiq yang lain biasanya ada masyarakat yang 

langsung memberikannya baik itu kepada fakir maupun miskin dalam artian 

masyarakat ada yang tidak memberikan zakat fitrahnya kepada ‘amil Gampong, 

dan pandangan masyarakat bahwa tidak ada mustahiq yang terzalimi karena 

haknya telah diberikan, pandangan ini disebabkan oleh adanya musyawarah kedua 

sebelum pembagian zakat fitrah dan pada kesempatan ini rata-rata masyarakat 

yang termasuk golongan mustahiq telah ridha dengan pengutamaan ureung woet 

ie bue karena anggapan bahwa hak mereka telah terpenuhi (makanan berbuka 

selama bulan Ramadahan). Alasan atau pertimbangan lainnya adalah pemberian 

zakat fitrah kepada ureung woet ie bue tidak serta merta diberikan kepada ureung 

woet ie bue tersebut melainkan zakat fitrah tersebut diberikan kepada masyarakat 

                                                           
72Hasil wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Aron, Kemukiman Lam Blang, 

Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Desember 2017. 
73Hasil wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Aron, Kemukiman Lam Blang, 

Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Desember 2017. 
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lalu masyarakat yang memberikannya  kepada ureung woet ie bue pada kontek ini 

masyarakat memandang mereka sebagai mustahiq gharimin dan mereka juga 

berhak diberikan zakat fitrah.  

Beberapa alasan tersebut dapat dipahammi dari beberapa keterangan 

masyarakat. di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Khairi dan Ani, warga 

Gampong Lamroh. Inti dari keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa ada 

kaitan antara peristiwa ada orang yang menanggung upah ureung woet ie bue 

dengan pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie bue. Artinya, karena ketika 

upah ureung woet ie bue sudah ada yang menanggung maka, bagian zakat fitrah 

tidak diberikan lagi kepada ureung woet ie bue, maka bagian zakat fitrah tersebut 

kembali diserahkan kepada masyarakat Gampong selanjutnya diberikan kembali 

kepada mustahiq yang lain. Sedangkan jika kejadiannya tidak ada yang 

menaggung upah tersebut maka, tetap seperti adat semula.74 

Terkait dengan pertimbangan ada atau tidaknya orang yang menaggung 

upah ureung woet ie bue, nampaknya menjadi pertimbangan utama masyarakat 

dalam menempatkan upah ureung woet ie bue  dari zakat fitrah. Menurut M. Hadi, 

warga Gampong Lemroh, pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie bue oleh 

masyarakat dengan pertimbangan karena hak ia tidak ada yang menaggung, 

sedangkan mustahiq lainnya telah mendapatkan bagian. Dalam hal ini, pihak  

ureung woet ie bue yang telah mendapatkan bagian yang ditanggung oleh 

masyarakat secara sadar tidak akan menetapkan bagiannya lagi dari zakat fitrah, 

dalam hal ini masyarakat langsung memberikan zakat fitrah kepada mustahiq 

                                                           
74Hasil wawancara dengan Khairi dan Ani, warga Gampong Lamroh, Kemukiman Lam 

Blang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 19 Oktober 2017. 
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yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an..75 Hal yang senada juga disampikan oleh 

M. Ali, warga Gampong Aron, di mana penetapan pemberian zakat fitrah kepada 

ureung woet ie bue  sebagai pihak yang menerima zakat fitrah berupa beras dilihat 

dari sisi ada atau tidaknya orang yang menanggung hak upah ureung woet ie bue 

.76 Ini artinya bahwa ketika hak upah ureung woet ie bue telah ada yang 

menanggung maka hak dari zakat fitrah gugur tersendiri. 

Di samping itu, pertimbangan lainnya yang diperoleh dari keterangan 

beberapa warga, di antaranya Sulaiman dan Hasbi warga Gampong Aron, serta 

Cut Nanda, Eka dan Ruslan warga Gampong Lam Seunong, di mana karena 

ureung woet ie bue yang bertugas memasak makanan untuk orang fakir dan 

miskin. Maka, dengan pertimbangan jasa ureung woet ie bue tersebut kepada 

mustahiq zakat fitrah maka diberikan haknya gharimin (dalam hal ini 

masyarakat). Bahkan, jika kedua orang tua masih ada, maka anak perempuan ini 

yang membantu dalam mengurusi orang tuanya. Oleh karena ia telah merawat dan 

mengurusi kehidupan orang tua, maka ia menjadi ahli waris atas rumah ketika 

salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia.77 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam 

menempatkan anak perempuan bungsu sebagai ahli waris, masyarakat memiliki 

beberapa pertimbangan. Di antaranya kerena ureung woet ie bue telah membantu 

golongan fakir dan miskin selama bulan Ramadhan, penanggungan upah ureung 

                                                           
75Hasil wawancara dengan M. Hadi, Ureung woet ie Bue warga Gampong Lamroh, 

Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 19 Oktober 2017. 
76Hasil wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Aron, Kemukiman Lam Blang, 

Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Desember 2017. 
77Hasil wawancara dengan Sulaiman dan Hasbi warga Gampong Aron, serta Cut Nanda, 

Eka dan Ruslan warga Gampong Lam Seunong, Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro 

Aceh Besar, pada tanggal 14 Desember 2017. 
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woet ie bue oleh masyarakat adalah hal yang sangat menentukan dalam 

pemberian, serta karena ada masyarakat yang tidak menyerhkan kepada ‘amil 

Gampong melainkan kepada mustahiq lansung. Di sini, tidak dalam pengertian 

mengenyampingkan mustahiq lainnya. Di mana, mustahiq lainnya juga akan 

mendapatkan bagian zakat fitrah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. 

 

B. Dasar Hukum Masyarakat terhadap Pembagian Zakat Fitrah kepada 

ureung wot ie   bu dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang  

 

1. Dasar Hukum Masyarakat terhadap pembagian Zakat Fitrah kepada 

Ureung Woet Ie bue dalam Masyarakat Kemukiman Lam Blang 

 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa, dalam pemberian zakat 

fitrah, bagian zakat fitrah untuk ureung woet ie bue lebih diutamakan dari pada 

mustahiq. Pemberian zakat fitrah tersebut sering terjadi pada hak mendapatkan 

upah, biasanya beras akan diberikan kepada ureung woet ie bue tersebut. 

Penetapan ureung woet ie bue untuk mendapatkan hak bagian yang lebih besar, 

atau lebih diutamakan dari mustahiq lainnya seperti pada masyarakat Kemukiman 

Lamblang, memang memiliki beberapa alasan dan pertimbangan tertentu.  

Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Aslan, juga warga dari 

Gampong Aron, intinya dinyatakan bahwa, penetapan pemberian zakat fitrah 

kepda ureung woet ie bue dipahami sebagai langkah adanya perhatian masyarakat 

terhadap orang fakir dan miskin yang tidak mempunyai makanan untuk berbuka 

puasa. Berdasarkan informasi dari yang dikumpulkan dari masyarakat, bahwa 
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praktek pemberian ureung woet ie bue tidak diketahui kapan awalnya, tetapi 

menurut masyarakat pemberian semacam ini telah dipraktekkan lama dan telah 

ada sejak dahulu. Adapun transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut: 

a) Keuchik 

Hasil wawancara dengan Imran, selaku Keuchik Gampong Aron: 

“praktek pembagian zakat fitrah kepada ureung wot ie bue yang dilakukan 

pada saat malam hari raya idul fittri. biasanya bagiannya telah ditentukan 

diawal-awal hari, dan bagianya  biasanya lebih diutamakan, bentuknya 

biasanya beras. Penetapan pemberian beras juga bisa ditolak oleh ureung 

woet ie bu tersebut. Hal ini dilakukan misalnya karena ia tidak bisa 

langsung membelanjakan beras tersebut, maka harga beras langsung 

diberikan kepada ureung woet ie bu tersebut. Praktek ini semacam ini telah 

biasa dalam masyarakat. Sepengetahuan saya, praktek pembagian zakat 

fitrah semacam ini telah berlangsung lama, dan dilakukan juga oleh  

tokoh-tokoh orang tua dahulu”.78 

 

Hasil wawancara dengan Hamdani, Keuchik Gampong Lam Seunong: 

 

“Praktek pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie bu telah 

berlanglung lama, kepastian kapan terjadinya praktek tersebut masih tanda 

tanya ada tokoh yang berpendapat telah terjadi sebelum kedatangan 

Belanda, ada juga yang berpendapat waktu kedatangan Belanda di tanah 

Aceh. maka yang dipilih adalah yang memenuhi kiteria dalam sistem 

pemilihan tersebut, misalnya melalui sistem tender maka, yang terpilih 

adalah yang upahnya paling murah dan kerjanya efesien yang akan 

menjadi koki bubur tersebut. Kalaupun beras zakat fitrah hanya terkumpul 

untuk upah ureung woet ie bu tersebut, maka didahulukan upah ureung 

woet ie bu tersebut. ”.79 

 

Keterangan yang serupa juga dinyatakan oleh Hasan, Keuchik Gampong 

Lamroh, yaitu sebagai berikut: 

“Praktek pembagian zakat kepada ureung woet i bue telah dilakukan sejak 

dahulu. Pembagian dengan mengutamakan ureung woet ie bue dikaitkan 

dengan adanya perhatian masyarakat, dan demi kepentingan umum. Dalam 

hal ini, tentunya tidak mengenyam-pingkan hak-hak mustahiq yang lain. 

                                                           
78Hasil wawancara dengan Imran, Keuchik Gampong Aron, Kemukiman Lam Blang, 

Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Desember 2017. 
79Hasil wawancara dengan Musfendi, Keuchik Gampong Lam Seunong, Kemukiman 

Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Desember 2017. 
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Penetapan bagian seperti ini tidak sepenuhnya dilakukan, karana 

adakalanya upah ureung woet ie bue ditanggung oleh salah seorang warga 

gampong atau beberapa warga gampong. Untuk itu, dalam menetapkan 

bagian ureung woet ie bue tersebut, biasanya masyarakat dan tokoh 

melakukan musyawarah antara masing-masing mereka sebagai alur 

keputusan bersama, dan juga tokoh ulama dan penyuluh agama lainnya 

untuk memberikan masukan-masukan”.80 

 

Setidaknya, dari tiga keterangan di atas dapat diambil satu gambaran 

umum bahwa praktek pemberian zakat fitrah kepada ureng woet ie bu telah 

dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pemberian ini tidak lain adalah sebagai 

manifestasi dari asas musyawarah, serta tujuannya yaitu untuk mempertahankan 

adat istiadat yang telah lama terbina masyarakat terdahulu. 

b) Tengku Imum 

Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, selaku Tengku Imum Gampong 

Aron, memberikan pernnyataan sebagai berikut: 

“pemberian zakat fitrah yang dipraktekkan di lapangan banyak yang 

berbeda dengan ketentuan dalam islam. Hal semacam ini tidak hanya 

didapatkan di kemukiman ini saja, tetapi hampir di seluruh wilayah Acah 

secara umum nampaknya menerapkan pemberian zakat fitrah yang sama 

sekali berbeda dengan hukum Islam. Ada yang membaginya sama rata dan 

bentuk pembagian lainnya. Hal ini dilakukan tentu dengan pertimbangan 

adat masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ureung woet ie bue, 

masyarakat Gampong Aron secara khusus, dan umumnya di Kemukiman 

Lamblang, tiadak langsung memberikan zakat tersebut, malainkan zakat 

fitrah pertama diberikan kepada masyarakat, karena dinggap masyarakat 

sebagai gharimin (yang berhutang kepada ureng woet ie bu), maka hak 

masyarakat diberikan sebagai upah ureung woet ie bue  tersebut. Praktek 

ini sejak saya lahir telah ada. Pertimbangan pemberian ini cukup 

beragam”.81 

 

Pernyataan secara gamblang juga dikemukakan oleh Tgk Hilman Nasri, 

selaku Imum Chik Gampong Lamroh, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
80Hasil wawancara dengan Hasan, Keuchik Gampong Lamroh, Kemukiman Lam Blang, 

Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Desember 2017.  
81Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, Tengku Imum (Imum Chik) Gampong Aron, 

Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Sebtember 2017. 
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“Dalam sistem pemberian zakat dalam syari’at Islam, memang tidak 

ditemukan adanya hak ureung woet ie bue sebagai mustahiq zakat fitrah, 

melainkan Islam justru memberikan bagian zakat fitrah kepada mustahik 

yang telah ditentukan dalam islam, tapi karena ada pertimbangan ada 

orang yang fakir atau orang miskin yang tidak bisa berbuka puasa dengan 

makanan, maka masyarakat tempo dulu memberikan inisiatif supaya ada 

seseorang yang bertugas untuk memasak makanan untuk fakir tersebut, 

sedangkan biaya operasional untuk memasak makanan tersebut biasanya 

ditanggung oleh masyarakat, tapi adakalanya ditanggung oleh individu, 

misalnya upah ureung woet ie bue (orang yang memasak), bahan 

pembuatan makanan dan lain-lain, ditanggung oleh masyarakat nanti 

masyarakat yang akan membayar  upah tersebut, adakalanya ketika 

masyrakat tidak sanggup membayar maka, maka masyarakat berhutang 

kepada siapapun untuk membayar biaya operasional makanan tersebut. 

Dari praktek inilah para ‘amil gampong beserta tokoh-tokoh bermuafakat 

untuk memberikan zakat fitrah kepada masyarakat lalu masyarakat yang 

memberikan lansung kepada ureung woet ie bue tersebut. Memang, 

praktek yang kita lihat langsung ‘amil yang memberikan. Tapi maknanya, 

masyarakat yang memberi zakat kepada ureung woet ie bue sebagai hutang 

mereka dan pemberian zakat seperti yang telah disebutkan diatas adalah 

prioritas diatas mustahiq yang lain”.82 

 

Umum dipahami bahwa antara praktek dengan konsep yang ada dalam 

Syria’t Islam memang memiliki perbedaan mendasar dalam menempatkan ureung 

woet ie bue sebagai mustahiq zakat fitrah.  

Praktek pemberian zakat fitrah dengan melebihkan atau mengutamakan 

ureung woet ie bue seperti yang terjadi di Kemukiman Lam Blang memang 

didasari atas asas kekeluargaan dan dilakukan melalui musyawarah masyarakat. 

Ini artinya, kecil kemungkinan antara masing-masing masing-masing mustahiq 

untuk tidak setuju dengan pemberian tersebut. Karena, (berdasarkan keterangan 

sebelumnya) masing-masing mustahiq juga akan mendapatkan bagian melalui 

jalan musyawarah. 

                                                           
82Hasil wawancara dengan Tgk Hilman Nasri, Imum Chik Gampong Lamroh, 

Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Sebtember 2017. 
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Mengenai kasus yang terjadi dalam kaitan praktek pemberian zakat fitrah 

di Kemukiman Lamblang, sejauh ini peneliti menemukan yang bahwa semua 

ganpong mempraktekkan pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie bue yang 

lebih diprioritaskan kepada ureung woet ie bue dan kadangkala haknya lebih besar 

daripada mustahiq zakat fitrah yang lain.  

Sebagaimana keterangan Idham Chlid, warga Gampong Aron, bahwa 

pihak masyarakat menyepakati untuk menetapkan upah ureung woet ie bue dari 

zakat fitrah. Dalam hal ini, upah yang ditetapkan sebagai bagian ureung woet ie 

bue merupakan bagian dari hak masyarakat yang diberikan kepada ureung woet ie 

bue tersebut. Di mana zakat fitrah juga dibagi kepada mustahiq lainnya.83 Seperti 

halnya dua kasus di atas, Gampong lainnya juga memberikan  hak  ureung woet ie 

bue  berupa beras atau harga beras, dan satu kasus di antaranya di Gampong 

Lamroh ditambah dengan satu stel baju baru lebaran. Pada kasus ini, disebutkan 

bahwa zakat fitrah yang terkumpul cukup banyak.84 

Menurut keterangan Tgk. Hilman Nasri dan Hasan, masing-masing adalah 

sebagai Imum Chik dan Keuchik Gampong Lamroh, bahwa pemberian zakat 

fitrah di gampong tersebut dilakukan melalui musyawarah Gampong, termasuk 

keduanya hadir dalam memberikan masukan-masukan atas musyawarah tersebut. 

Intinya, bahwa asas musyawarah yang dilakukan dalam pemberian zakat fitrah ini 

                                                           
83Hasil wawancara dengan Murni, Ureung woet ie bue warga Gampong Aron, 

Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 16 Sebtember 2017. 
84Hasil wawancara dengan Rusdi, Erni, dan Masdi, warga Gampong Lam Seunong. 

Kemudian hasil wawancara dengan Muslih dan Ronadiar, warga Gampong Lamroh, Kemukiman 

Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 15 Sebtember 2017. 
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menemukan rasa keadilan pada masing-masing mustahiq yang bersangkutan.85 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kasus-kasus pemberian zakat firah cukup banyak. 

Tetapi, dalam kasus lain, justru ada yang menaggungnya (upah) setiap bulan 

Ramadhan, artinya upah ureung woet ie bue telah terpenuhi, selanjutnya ia 

menyerahkan pemberian zakat fitrah berdasarkan kesepakatan bersama.86 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek 

pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie bue masih tetap dilakukan dalam 

masyarakat Kemukiman Lamblang hingga saat ini. dalam beberapa kasus yang 

telah disebutkan, bahwa ureung woet ie bue diberikan bagian lebih besar dengan 

musthiq lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan kesadaran masyaarakat dan 

ureung woet ie bue, pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie bue bisa saja 

tidak dilakukan kalau ada orang yang menanggung upah tersebut, hal ini 

disesuaikan dengan hasil musyawarah dari masing-masing angota masyarakat. 

C. Pandangan Ulama terhadap Pembagian Zakat Fitrah Kepada ureung 

wot ie bu  dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang 

 

Penetapan ureung wot ie bu sebagai penerima zakat fitrah dalam masyarakat 

Kemukiman Lam Blang memiliki prosedur dan teknik pembagiannya. Tahapan 

yang dilalui secara umum dilakukan dengan cara musyawarah gampong. Langkah 

musyawarah ini biasanya ditempuh setelah sebelumnya masing-masing anggota 

                                                           
85Hasil wawancara dengan Tgk Hilman Nasri dan Hasan, selaku Imum Chik dan Keuchik 

Gampong Lamroh. Wawancara ini peneliti lakukan pada saat menghadiri salah satu rumah warga 

yang mengadakan hajatan di Gampong Lamroh, Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, 

pada tanggal 18 Sebtember 2017. 
86Hasil wawancara dengan Tgk Hilman Nasri dan Hasan, selaku Imum Chik dan Keuchik 

Gampong Lamroh. Wawancara ini peneliti lakukan pada saat menghadiri salah satu rumah warga 

yang mengadakan hajatan di Gampong Lamroh, Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, 

pada tanggal 18 Sebtember 2017. 
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masyarakat telah membuat kesepakatan terlebih dahulu terkait bagian ureung 

woet ie bue zakat fitrah, baik kesepakatan tersebut sebelum atau sesudah 

terjadinya kematian (orang tua yang meninggal). Langkah-langkah seperti ini 

nampaknya sama seperti yang diteorikan dalam sistem hukum adat, di mana 

biasanya bagian-bagian mustahiq ditentukan setelah zakat fitrah terkumpul.  

Ulama adalah orang-orang yang ahli atau memiliki ilmu pengetahuan 

agama islam yang mendalam dan mengamali sesuai ilmu yang ada pada beliau 

tersebut serta orang tersebut melilki rasa takwa dan takut kepada Allah SWT.87 

Ulama juga dikenal sebagai tokoh kharismatik yang dikagumi serta dihormati oleh 

masyarakat Aceh, karena kepercayaan masyarakat kepada mereka yang memiliki 

keahlian mendalam dalam bidang agama islam. Dalam lintasan sejarah Aceh, 

Ulama merupakan elit sosial disamping pemerintahan (umara).88 Hubungan 

anatara keduanya memang sangat erat dalam membangun dan mengembangkan 

masyarakatnya. Oleh karenanya tidaklah salah kalau ada pendapat yang 

mengatakan dalam membangun umat ulama dan umara tidak mungkin dipisahkan 

satu sama lain. Dengan kenyataan tersebut ulama memiliki peran ganda pada satu 

kesempatan bertugas mencerdaskan anak bangsa pada sisi yang lain bertugas 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada umat.89 Tak tekecuali 

pada permasalahan pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie bue, yang 

sekarang terjadi di Kemukiman Lam Blang Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten 

Aceh Besar. 

                                                           
87Arsipmansyah, Pengertian Ulama, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 dari situs: 

http://www.arsipmansyah.wordpress.com/2011/12/24 pengertian-ulama.  
88Syahrizal Abbas, pemikiran Ulama Dayah Aceh, (Aceh: Media Group, 2007), hlm. 4.  
89Ibid, hlm. 5. 
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Dalam penelitian ini penulis mencoba menggali beberapa pendapat ulama 

di Kemukiman Lam Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. 

Mengutip pendapat Tgk. Muhammad Yasir bahwa hukum memberikan zakat 

fitrah secara lansung kepada ureung woet ie bue tidak boleh dikarenaka bukan 

termasuk golongan mustahiq zakat fitrah yang telah tersebut dalam al-Qur’an, 

akan tetapi praktek pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie bue  yang 

masyarakat Kemukiman Lam Blang praktekkan tidak langsung memberikan zakat 

fitrah ureung woet ie bue, melainkan zakat fitrah diberikan kepada masyarakat 

sebagai gharimin (karena berhutang kepada ureung woet ie bue) dan masyarakat 

yang memberikan zakat fitrah hak mereka kepada ureung woet ie bue. Dalam hal 

ini pemahaman tenntang gharimin tidak hanya sebatas orang yang berhutang saja 

tetapi cakupannya luas, dengan syarat hutang yang dibayar dengan zakat bukan 

untuk maksiat.90 

Menurut Tgk. Muhammdad Ansar penyuluh agama Kemukiman Lam 

Blang, mengatakan bahwa praktek pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie 

bue tidak bertentangan dengan hadits yang menjelaskan kriteria gharimin sebagai 

mustahiq zakat fitrah, sebab praktek yang terjadi di masyarakat Kemukiman Lam 

Blang ‘amil zakat tidak lansung memberikan zakat fitrah kepada ureung woet ie 

bue melainkan hak masyarakat (berhutang untuk makanan berbuka orang fakir 

dan miskin) yang diberikan kepada ureung woet ie bue. Pengutaman pemberian 

disebabkan karena adat dalam masyarakat ada yang langsung memberikan zakat 

fitrah kepada golongan mustahiq yang lain tidak meberikan kepada ‘amil 

                                                           
90Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Yasir, Tokoh Agama, Kemukiman Lam 

Blang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Desember 2017.  
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gampong. Ketika hak gharimin tidak diutamakan maka ureung woet ie bue  

tersebut besar kemungkinan uapahnya tidak terpenuhi. Dalam artian pemberian ini 

tidak serta merta karena adat istiadat semata, tapi juga konteks kemaslahatan. 

Buktinya setiap sebulan sebelum bulan Ramadhan masyarakat mengadakan 

musyawarah.91 

Menurut Tgk. Mawardi, bahwa pengkhususan mustahiq dalam al-Qur’an 

hanya delapan golongan memang sudah ketetapan syara’, ketika praktrek 

bertentangan maka hukumnya berdosa. Penafsiran hadits tentang gharimin tidak 

hanya sebatas orang yang berhutang karena kebutuhan pribadi tetapi orang yang 

berhutang untuk kepentingan umum juga termasuk gharimin, mengenai praktek 

yang terjadi di Kemukiman Lam Blang, yang berhutang adalah masyarakat untuk 

memberikan makanan berbuka golongan fakir dan miskin. dalam hal ini 

kemaslahatan mustahiq zakat fitrah waktu bulan Ramadhan juga 

dipertimbangkan.92   

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik 

pemberian zakat fitrah kepada gharimin, khususnya bagi ureung woet ie bue 

dibagi dan diterima pada malam Idul Fittri. Bagian pemberian tersebut 

sebelumnya telah ditetapkan oleh masyarakat dan ureung woet ie bue yang 

bersangkutan sebelumnya. Langkah-lankahya, yaitu ketika sebulan sebelum bulan 

Ramadhan, maka masing-masing anggota masyarakat Gampong melakukan 

musyawarah. Dengan muswawarah tersebut, maka bagian ureung woet ie bue 

                                                           
91Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Ansar, Penyuluh Agama, Kemukiman Lam 

Blang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Desember 2017. 
92Hasil wawancara dengan Tgk Mawardi, Penyuluh Agama, Kemukiman Lam Blang, 

Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Desember 2017. 
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yang ditentukan sebelumnya dapat diterima. Perlu dipahami yang bahwa zakat 

fitrah tidak diberikan kepeda ureung woet ie bue tetapi kepada masyarakat yang 

telah berhutang kepada ureung woet ie bue dan masyarakat dianggap sebagai 

gharimin. 

Perlu dijelaskan kembali bahwa dalam konstruksi mustahiq zakat fitrah 

yang diatur dalam al-Qur’an merupakan konstruksi hukum yang bersifat baku, 

penafsiranya juga harus melalui hadits dan pendapat ulama. Artinya hanya kepada 

golongan tersebutlah zakat fitrah diberikan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek 

pemberian zakat fitrah kepada ureung woet ie bue  dalam masyarakat Kemukiman 

Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar secara umum tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Karena hadits yang menafsirkan 

bahwa orang kaya dibolehkan menerima zakat fitrah dengan tujuan untuk untuk 

kemaslahatan umum,  praktek tersebut dilakukan dengan jalan musyawarah 

dengan tujuan melihat sisi kemaslahatan masyarakat.  
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hadits pendapat fukaha yang menerangkan tentang ketentuan 

gharimin menyebutkan bahwa yang boleh diberikan zakat kepada orang 

yang berhutang adalah, yang pertama orang yang berhutang untuk 

kepentingan pribadi (bukan hutang karena maksiat) dan tidak sanggup lagi 

membayarnya, dan yang kedua orang yang berhutang adalah untuk 

kemaslahatan umum. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemberian zakat fitrah kepada 

gharimin terhadap hutang masyarakat kepada ureung woet ie bue  telah 

dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan mengutamakan memberikan hak 

ghrimin (masyarakat) lebih utama dengan mustahiq lainnya. Adapun hak 

ghrimin (masyarakat) yang biasa diterima oleh ureung woet ie bue di 

Kemukiman Lamblang adalah berupa beras. Sejauh penelitian, praktek 

pemberian zakat fitrah kepada gharimin terhadap hutang masyarakat kepada 

ureung woet ie bue ada beberapa Alasan dan pertimbangan masyarakat 

dalam memberikan hak gharimin yang lebih besar untuk melunasi 

hutangnya kepada ureung woet ie bue karena tiga petimbangan umum, yaitu 

karena adat istiadat daerah Kemukiman Lam Blang tentang praktek tersebut, 
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karena tidak ada yang menaggung upah ureung woet ie bue tersebut, dan 

karena hasil musyawarah masyarakat tentang pemberian makanan untuk 

orang fakir selama bulan Ramadhan. 

3. Berdasarkan analisa, pendapat beberapa ulama Kemukimam Lamblang 

menunjukkan bahwa tehnik pemberian zakat fitrah kepada masyarakat  

terhadap hutangnya kepada ureung woet ie bue dalam masyarakat 

Kemukiman Lamblang tidak bertentangan hadits tentang gharimin, karena 

gharimin bukan hanya terbatas pada ruang lingkup berhutang (perorangan) 

untuk keperluan pribadi tetapi juga kemaslahatan umum (masyarakat) 

Tehnik pembagiannnya yaitu dilakukan dengan dua tahapan umum. Pertama 

masyarakat, tokoh dan ureung woet ie bue gampong mengadakan 

musyawarah untuk menetukan praktek operasional dan biaya opersional 

yang nantinya diambil dari zakat fitrah atau ada orang yang menaggung 

biaya tersebut. Kedua yaitu setelah adanya keputusan bersama baru 

pemberian tersebut diberikan kepada ureung woet ie bue setelah 

pembayaran zakat fitrah. Lebih lanjut pertimbangan yang menunjukkan 

bahwa hak mustahiq yang lain telah terpenuhi karena ada masyarakat yang 

langsung memberikan kepada mustahiq. 

B. Saran 

1. Hendaknya praktek-praktek pemberin zakat fitrah kepada ghrimin 

(masyarakat) dalam masyarakat secara umum harus melihat pada rasa 

keadilan dan kemaslahatan. 
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2. Dalam masyarakat secara umum, dan khususnya di Kemukiman Lamblang, 

hendaknya mengkaji dan mempelajari kembali sistem pemberian zakat 

fitrah kepada mustahiq dala Islam. Karena, Islam menawarkan sistem 

pembagiannya tentu lebih adil. 

3. Khusus mengenai pertimbangan masyarakat terhadap pengutamaan 

pemberian zakat fitrah kepada gharimin (masyarakat) berupa beras kepada 

ureung woet ie bue, hendaknya tidak dikaitkan dengan alasan karena ada 

masyarakat yang lansung memberikan kepada mustahiq lain. Karena kadang 

kala ada yang luput dari pengamatan muzakki yang wajib mengeluarkan 

zakat fitrah dan ada mustahiq ada yang tidak ada makanan pada hari ‘idul 

fittri. Untuk itu, alasan ini hendaknya tidak menjadi pertimbangan dalam 

masyarakat. 
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